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ABSTRAK 

- 

Permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah habis untuk 

dibicarakan karena selalu mengandung pendapat yang setuju dan tidak setuju, 

dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis 

maupun secara yuridis. Pidana mati memang merupakan jenis pidana yang 

terberat dibandingkan dengan jenis lainya, karena dengan pidana mati terenggut 

nyawa manusia milik yang berharga dan hak asasi manusia untuk 

mempertahankan hidupnya. Teroris adalah Setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menimbulkan suasana 

teror atau rasa takut terhadap orang dengan merampas kemerdekaan atau 

hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau 

fasilitas publik internasional. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang 

secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh 

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan 

dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pidana mati bagi terorisme  menurut hukum pidana Indonesia dan 

pidana mati menurut hak asasi manusia. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berbasis pada penelitian 

pustaka (library reasach) yaitu penelitian dengan data tertulis dengan sumber dari 

buku-buku yang bersifat deskriftif analitik. Dengan pendekatan penelitian yuridis 

normatif penyusun mencoba menganalisa tentang pidana mati bagi terorisme 

prespektif hukum pidana Indonesia dan hak asai manusia. Hasil yang diharapkan 

dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis 

mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif  terhadap 

pidana mati bagi terorisme prespektif hukum pidana indonesia dan hak asasi 

manusia. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi data primer dan data sekunder, sedangkan pencarian data dari 

internet dijadikan sebagai data pendukung. 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis hasilnya menujukkan bahwa 

pidana mati bagi terorisme prespektif hukum pidana Indonesia dan ham tetap 

dijadikan salah satu pidana di Negara Republik Indonesia karena hal tersebut telah 

tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Negara Indonesia adalah 

negara hukum sehingga harus menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan 

dalam Negara Indonesia tersebut. 

 

Kata Kunci: Pidana mati, terorisme, dan hak asasi manusia. 
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MOTTO 

 

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri)ke dalam kebinasaan 

dengan tangan sendiri, berbuat baiklah sungguh allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik  

( al baqarah ayat 195) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama ini terorisme sering diidentikkan dan dilekatkan pada penganut 

fundamentalisme, terutama fundamentalisme agama yang kemudian disebut-

sebut sebagai anak kandung agama Islam. Disini  agama Islam diposisikan 

sebagai anak kandung terdakwa yang ajaran-ajarannya membenarkan dan 

menghalalkan kekerasan sebagai tajuk perjuangan. Sejak Amerika menuduh 

Osama bin Laden sebagai satu-satunya dalang teroris penghancuran gedung 

kembar WTC dan Pentagon, agama (Islam) kembali makin diposisikan 

sebagai spirit utama lahirnya kekuatan-kekuatan fundamentalis dan ekstremis, 

termasuk pelaku kekerasan atas nama agama atau terror atas nama Tuhan. 

Serangan terorisme pada 11 September 2001 dengan cara 

menubrukkan pesawat sipil dengan sasaran dua gedung utama WTC dan 

Pentagon di AS menjadi tragedi kemanusiaan terbesar di abad ini. Meski 

sudah berlalu peristiwa ini, tetap akan terus dicatat oleh sejarah sebagai bagian 

dari kejahatan di tingkat dunia (global crime) atas kelangsungan kehidupan 

kemanusian modern. 

Kemudian tragedi bom di Sari club dan Peddy’s Club Kuta Legian 

Bali 12 oktober 2002, adalah teror yang layak digologkan sebagai kejahatan 

terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi itu adalah 

sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak 

memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan 

nilai-nilai kemanusian. Selanjutnya kasus ledakan di JW Marriot (5 Agustus 
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2003) yang menewaskan belasan orang luka-luka puluhan orang juga makin 

membenarkan bahwa disamping pesoalan teror digolongkan sebagai ancaman 

serius bangsa dan dunia, di sisi lain dampaknya sangat terasa bagi kehidupan 

masyarakat.Masyarakat akhinya dicekam ketakutan. 

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok, 

sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan 

tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, 

termasuk mewujudkan tragedi kemanusian, pengebirian martabat bangsa dan 

penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM).
1
 Bahkan orang barat 

beranggapan bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan 

teror dan melakukan aksi terorisme.  

Di dunia internasional Negara Indonesia dianggap sebagai sarang para 

teroris. Anggapan orang-orang barat ini terbukti dengan adanya aksi dan 

terungkapnya pelaku terror di tanah air. Banyak kejadian dan aksi para teroris 

di Indonesia. Seperti sering terjadinya aksi pengeboman dan aksi terror di 

hotel-hotel besar dan terkenal di Indonesia, serta aksi pengiriman paket bom 

buku yang dikirim di tempat-tempat orang yang terkenal di tanah air, yang 

lebih menguatkan lagi dengan terbunuhnya orang nomor satu atau otak dalang 

aksi teror di Indonesia yaitu Nordin M. Top yang merupakan orang yang 

paling dicari di seluruh dunia, serta tertangkapnya para pelaku lain yang 

merupakan kaki tangan Noordin M. Top, seperti Azhari, Imam Samudra, 

Amrozi dan masi banyak lagi yang merupakan jaringan dari Noordin M. Top.  

                                                 
1
 Abdul Wahid Sunardi, Kejahatan Perspektif HAM dan Hukum, (Bandung:Rafika 

Aditama, 2004), hlm. 1. 
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Kejahatan terorisme merupakan ujian berat bagi masyarakat Indonesia, 

jika Indonesia lulus menghadapi ujian maka kepercayaan masyarakat 

internasional akan pulih. Tetapi jika Indonesia masih menjadi “rumah yang 

sakit” atau sarang bagi terjadinya kejahatan kekerasan dan pelanggaran hak 

asasi manusia( HAM) dengan kategori pemberatan, maka Indonesia yang akan 

rugi, misalnya gampang dilecehkan dan dikucilkan masyarakat internasional. 

Terkait dengan tindak pidana teorisme tersebut bangsa Indonesia telah 

memiliki Undang-undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2003(selanjutnya akan disebut UU No.15 

Tahun 2003). Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 merumuskan 

mengenai definisi dari tindak pidana terorisme tersebut yaitu : 

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasiltas 

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau 

pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun.” 

 

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana terorisme merupakan landasan hukum bagi 

setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk 

mendapatkan kompensansi atau restitusi. Namun demikian, sampai saat ini 

belum ada yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, 

begitu pula dalam praktik peradilan kasus tindak pidana terorisme. Akibat dari 

perbuatan tindak pidana terorisme telah banyak menimbulkan korban yang 
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menderita kehilangan anggota badan, mengalami sakit ataupun sampai 

kehilangan nyawa.  

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. 

Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau 

sikap tindak, dan untuk itu ia diduduki dengan sanksi negatif yang berupa 

hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum adalah suatu sarana 

pengendali sosial. Berbicara tetang hukum, permasalahan pidana mati seakan-

akan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengundang 

pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai alasan yang menjadi 

dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis.
2
  

Pidana mati memang merupakan jenis pidana yang terberat 

dibandingkan dengan pidana jenis lainya, karena dengan pidana mati 

terenggut nyawa manusia, milik yang paling berharga dan hak asasi manusia 

untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu hukum pidana disebut 

sebagai Hukum istimewa.
3
 

Pidana mati merupakan suatu jenis pidana dalam usianya, secara usia 

kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di 

Negara-negara yang menganut system Commn Law, maupun di Negara-negara 

yang menganut Civil Law. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai 

pidana mati, yaitu: pertama, adalah mereka yang ingin tetap 

mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan 

                                                 
2
 Komariah Emang Supardjaja, Permasalahan Pidana Mati di Indonesia, dalam Jurnal 

Legislasi Indonesia, Vol 4, No.4 Desember 2007, hlm.19. 

3
 Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1985), hlm. 11. 
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kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. 

Kecenderungan masa kini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang 

dilakuan dibeberapa Negara Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa. 

Indonesia, termasuk Negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam 

sistem hukum positifnya. Hal ini terlihat baik dalam kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), diluar KUHP (Undang-undang pidana khusus). 

Sebaiknya perlu disadari, bahwa kampanye kelompok anti “pidana 

mati” yang menyatakan bahwa di Negara-negara Barat  pidana mati sudah 

dihapuskan, ternyata tidak benar. Seperti yang telah penulis kemukakan di 

atas, terbukti di Amerika serikat sendiri, negara yang dijuluki “the leading 

democracy in the wordl”, mayoritas rakyatnya (sekitar 70%) masih sangat 

mendukung pidana mati 38 dari 50 negara bagian di Amerika serikat masih 

mempertahankan pidana mati dalam sistem peradilan mereka. Dalam sistem 

hukum Indonesia, pidana mati merupakan hukum positif yang sah, secara 

tegas diatur oleh Pasal 10 KUH Pidana (tentang jenis-jenis pemindanaan), dan 

diatur dalam berbagai undang-undang lain, antara lain dalam Undang-undang  

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 15 tahun 

2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Dalam UUD selain menjamin HAM, 

juga membolehkan HAM itu dibatasi, dengan syarat sesuai  dengan ketentuan 

hukum yang berlaku, atau dengan pertimbangan moral, ketertiban, dan 

keamanan masyarakat luas ( selengkapnya terdapat pada Pasal 28j UUD 

1945): 
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Ayat 1: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan dalam bermasyarakat, dan bernegara”. 

Ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrmatis. 

 

Lombroso dan Grofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat 

yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang 

tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.
4
 Pidana mati adalah suatu upaya yang 

radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan 

dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk 

memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. 

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk 

meneliti lebih jauh mengenai pidana mati bagi terorisme perspektif hukum 

pidana Indonesia dan hak asasi manusia. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam hal ini  adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sanksi pidana mati bagi  tindak pidana teroris menurut hukum 

pidana Indonesia? 

2. Bagaimana sanksi pidana mati bagi teroris dalam perspektif Hak Asasi 

Manusia? 

 

 

                                                 
4
 Ibid. hlm.27. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi teroris menurut hukum pidana 

Indonesia.  

b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana mati bagi teroris dalam 

perspektif Hak Asasi Manusia. 

Kegunaan Penelitian  

a. Adapun kegunaan sebagai informasi bagi kajian tentang hukuman mati, 

terutama memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik 

khususnya pada Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang bagaimana 

hukuman mati bagi terorisme menurut hukum pidana dan menurut hak 

asasi manusia. 

b. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan       

tentang hukuman mati dan hukum pada khususnya. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan 

belum ada karya atau tulisan yang berkaitan dengan pidana mati bagi 

terorisme perspektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia, terlebih 

menganalisis hukuman mati antara hukum pidana Indonesia dan hak asasi 

manusia yang dimaksud penulis. 

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi 

dari  skripsi-skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang membahas 

tentang hukuman mati dan terorisme. Adapun beberapa literatur yang 
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berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme adalah 

sebagai berikut: 

Skripsi Efendi Anuwar,
5
 yang berjudul Sanksi Pidana Mati Bagi 

Terorisme menurut Fiqh Jinayah dan UU No.15 Tahun 2003 membandingkan 

hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam fiqh jinayah dan UU 

No.15 tahun 2003 . Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pidana 

mati  dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia. 

Fauzan Fatkhullah
6
 dalam skripsinya yang berjudul Hukuman Mati 

dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, membahas tentang konsep 

hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam. 

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Pidana Mati  dalam Perspektif 

Hukum Pidana Indonesia dan hak asasi manusia. 

Skripsi yang berjudul Hak asasi Manusia dan Pidana Mati  

mengetengahkan tinjauan HAM terhadap implementasi pidana mati yang 

dianggap sebagai pelanggaran HAM.
7
 Dalam penelitian ini penulis 

membandingkan tentang pidana mati  dalam perspektif hukum pidana 

Indonesia dan hak asasi manusia. 

                                                 
5
 Efendi Anuwar, “Sanksi Pidana Mati Bagi Terorisme Menurut Fiqh Jinayah dan Undang-

Undang  No 15 Tahun 2003 tentang Terorisme” Skripsi  Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Tahun 

2011. 

6
 Fauzan Fatkhulah, “Hukuman Mati dan Ham Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi pada 

jurusan Perbandingan Mazhab Syari’ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2007.  

7
 Ahmad Prasetyo, “Hak Asasi Manusia Dan Pidana Mati”, Skripsi  pada jurusan 

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Universitas  Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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Skripsi yang berjudul Penundaan Eksekusi Pidana Mati yang disusun 

oleh Surya Tajuddin.
8
 Mengetengahkan pada penundaan eksekusi menurut 

pidana Islam dan hukum pidana positif. Dalam penelitian ini penulis 

membahas tentang pidana mati  dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan 

hak asasi manusia. 

E. Kerangka Teoretik 

Di Indonesia regulasi mengenai tidak pidana terorisme diatur dalam 

UU No.15 Tahun 2003. Filosofi yang ada dalam Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme adalah merupakan 

musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan internasional 

dan Transnmational Organized Crime. Tujuan dari terbentuknya Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan 

masyarakat. Pemberlakuan UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme meliputi semua negara Indonesia yang berada diluar 

wilayah negara Indonesia, termasuk fasilitas Republik Indonesia di luar 

negeri. Selanjutnya Pada Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 merumuskan 

mengenai definsi dari tindak pidana terorisme tersebut. Berikut isi dari Pasal 

6:  

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 

luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis 

atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasiltas internasional, dipidana 

                                                 
8
 Surya Tajuddin “Penundaan Eksekusi Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Islam dan 

Hukum Pidana Positif,” Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazdhab dan Hukum Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007. 
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dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 

(empat)  tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” 

 

Salah satu materi muatan Undang-undang Dasar 1945 adalah adanya 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di dalam alenia IV pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 dapat dipahami bahwa Indonesia sangat 

menekankan pentingnya hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28 A Undang-

undang Dasar 1945 adalah amandemen kedua dijelaskan; Setiap orang berhak 

untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupanya. Di dalam Pasal 28 

I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke dua dijelaskan :  

 

“Hak untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dikurangi dalam keadaaan apapun”. 

 

Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 

amandemen ke dua merupakan pengaturan hak asasi manusia, perbedaannya 

Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 amandemen kedua hanya mengatur 

tentang hak hidup seseorang tetapi Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 

1945 hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan adapun.Pasal 28 

J ayat (2) Undang-undang dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan : Dalam 

menjalankan hak-hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada 

pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-

semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi pertimbangan-pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

yang demokrmatis. 

Hubungan antara hak untuk hidup dan hukuman mati secara eksplesit 

dapat dijumpai pada Pasal 6 Internmational Convenant on Civil and Political 

Right (ICCPR). Dalam Pasal ini disamping mengatur tentang hak untuk hidup 
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ayat (1), juga mengatur tentang pembatasan penerapan hukuman mati ayat (2) 

sampai dengan ayat (6). Hal in dapat dilihat dalam terjemahan berikut : 

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. 

Hak ini wajib dilindungi oeh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas 

hak hidupnya secara sewenang-wenang. 

 

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hanya dapat 

dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan 

hukum yang berlaku pada saat dilakukanya kejahatan tersebut, dan tidak 

bertentangan dengan konvenan dan konvensi tentang pencegahan dan 

hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas 

dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang 

berwenang. 

3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, 

harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan 

kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini, 

menguragi kewajiban apa pun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam 

konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida. 

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon 

pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau 

penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. 

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang dibawah usia delapan belas tahun tidak boleh dilaksanakan 

terhadap perempuan yang telah mengandung. 

6. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipaksa untuk menunda 

atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi 

pihak dalam konvenan ini.  

 

Sampai saat ini hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Hal ini 

secara formal masi tercantum dalam Pasal 10 kuhp. Ancaman hukuman 

mati di dalam KUHP ditunjukkan terhadap pidana yang dianggap sangat 

berbahaya yaitu dalam Pasal, 104, 110 ayat (1), ayat (2), 111 ayat (2), 112, 

113, 123, 124(1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479 

ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2). 

Selain itu ancaman hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai 

Undang-undang tentang pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana 
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yang dianggap sangat berbahaya seperti tindak pidana teroris, narkoba, 

korupsi, dan Pidana militer.
9
 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena 

dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan 

yang tepat dan benar. Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini: 

1. Jenis penilitian 

Jenis penelitian ini adalah library research  yakni penelitian yang 

menggunakan data tertulis sabagai bahan dasar acuannya.  Data diperoleh dari 

buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesikfikasi yang digunakan adalah  analitis. Metode ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan mengunakan cara 

kualitatif  dari teori-teori dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat 

para hukum. 

3. Pendekatan Penelitian 

Sumber metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang masuk dalam kajian 

hukum. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis 

normatif adalah penelitian tentag suatu hal atau kasus hukum atas sesuatu hal 

tersebut. Dengan pendekatan itulah penyusun mencoba mengkaji tentang 

                                                 
9
 Komariah Emang Supardjaja, Permasalahan Pidana Mati di Indonesia, dalam Jurnal 

Legislasi Indonesia, Vol 4, No.4 Desember 2007  
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pidana mati bagi teroris tersebut pendekatan yang didasarkan pada norma-

norma hukum yang berlaku, dalam hukum positif yang bersumber dari Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang ada kaitanya dengan 

pembahasan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data 

karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk 

selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain: 

1. Undang-undang Dasar 1945.  

2. Kitab Undang-undang hukum pidana  (KUHP). 

3. Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak 

pidana terorisme. 

4. Undang-undang  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, 

artikel, jurnal. 

c. Bahan hukum Tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap berupa, 

kamus, ensiklopedi. 

5. Analisis Data 
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Dalam Penulisan ini penulis menggunakan analisis campuran dengan 

menggunakan teknik deduksi yaitu menggolah data yang didapat dari sumber 

data primer dan data sekunder dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-

hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab sistematika 

pembahasan dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang 

satu dengan yang lain, yang meliputi: 

Bab kesatu, dalam bab satu ini dibahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan,  pengertian 

pidana, tujuan hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana dan terakhir pidana  

mati karena pada bagian ini merupakan langkah awal untuk memahami 

hukuman mati secara utuh. 

Bab ketiga akan membicarakan  tentang tindak pidana terorisme yang 

meliputi sejarah terorisme, pengertian tindak pidana terorisme, bentuk-bentuk 

terorisme, dampak terorisme dan unsur-unsur terorisme. 

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 

ini akan menguraikan tentang pidana mati bagi teroris di Indonesia menurut 

UU No. 15 Tahun 2003 berikut kasus-kasus terorisme serta menjelaskan 
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tentang pidana mati bagi tindak pidana terorisme menurut HAM, yang 

meliputi Ham internasional , Ham Indonesia. 

Bab kelima, dalam bab lima ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian serta akan diberikan saran-

saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa  menurut hukum pidana Indonesia yaitu KUHP (kitab undang-undang 

hukum pidana) Negara Indonesia  hingga saat ini masih memberlakukan sanksi 

pidana mati, karena ketentuan tersebut masih tercantum dalam KUHP Pasal 10 

pidana terdiri atas:  

a. Pidana Pokok: 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara 

3. Kurungan 

4. Denda 

b. Pidana tambahan: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim. 

Hukuman mati memang sudah sepantasnya diberikan kepada para pelaku 

teroris yang telah banyak menghilangkan nyawa yang menjadi korban teror 

tersebut. Hukuman mati memang sudah sepantasnya diberikan kepada tersangka 

terorisme karena Negara kita Indonesia masih memberlakukan aturan pidana mati 
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tersebut yang  juga terdapat dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang 

pemberantasan tindak pidana terorisme. Terdapat pada pasal 6 yaitu : 

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 

luas aau menimbulkan korban yang bersifat misal dengan cara merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasiltas internasional, 

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling 

singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” 

 

Begitu juga menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-

V/2007 mengenai uji materi tentang pidana mati. Bahwa dalam putusan tersebut 

mahkamah konstitusi menolak penghapusan pidana mati karena  ancaman pidana 

mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 

  

2. Dalam Perspektif HAM (hak asasi manusia) pidana mati masih banyak terjadi 

perbedaan pendapat atau masih banyak perdebatan anatara yang pro dengan 

sanksi pidana mati dan yang kontra dengan pidana mati, misal kelompok-

kelompok yang masih menolak adanya pidana mati, elsam, kontras. Mereka 

menolak adanya sanksi pidana mati di terapkan di Negara ini karena menurut 

mereka manusia diberikan hak untuk hidup di dunia bukan untuk dirampas hak 

hidupnya tersebut. Seharusnya manusia menikmati apa yang menjadi hak nya di 

dunia ini. 
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B. Saran 

1. Upaya yuridis yang berupa pengaturan hukum harus disadari sebagai suatu hal 

yang penting , karena aturan hukum merupakan pedoman bagi aparat penegak 

hukum untuk bertidak secara proporsional dan professional. Dalam 

pemberantasan kejahatan terorisme diharapkan penegak hukum konsisten 

sehingga tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat serta terlindunginya hak-

hak asasi manusia. 

2. Hendaknya jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Jadi 

terorisme jangan dilawan dengan terorisme, dalam memberantas tindak pidana 

terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap harus menjadi prioritas. 
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Perpu no 1 tahun 2002 tetang Terorisme. 

 

Undang-undang No. 39 tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

  



  
PERATURAN PEMERINTAH  

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2002  

TENTANG 
 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara 
konsisten dan berkesinambungan; 

b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang 
korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau 
hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena 
itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan; 

c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga 
merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan 
nasional maupun internasional; 

d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen 
nasional dan internasional dengan membentuk peraturan 
perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi 
internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan terorisme; 

e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat 
ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas 
tindak pidana terorisme; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat 
mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

 
Mengingat  : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah 

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. 

2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik 
sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara 
individual, atau korporasi. 

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik 
dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum 
dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan 
orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. 

5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja 
dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai 
suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut 
terhadap orang atau masyarakat secara luas. 

6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik 
Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan 
konsuler asing beserta anggota-anggotanya. 

8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam 
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 
organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 

10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan 
yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan 
pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas 
internasional. 
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11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum. 

12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua 
jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau 
semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang 
dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. 

 
Pasal 2 

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan 
langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, 
dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum 
dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan 
suku, agama, ras, maupun antargolongan. 

 
 
 

BAB II 
LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  

PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
 

Pasal 3 
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku 

terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud 
melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik 
Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan 
menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap 
pelaku tersebut. 

(2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), apabila: 
a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang 

bersangkutan; 
b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang 

bersangkutan; 
c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang 

bersangkutan; 
d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas 

pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri 
termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman 
pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang 
bersangkutan; 

e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 
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f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan 
oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau 

g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara 
tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan 
undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan 
itu dilakukan. 

 
Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga 
terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan: 
a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara 

Republik Indonesia; 
b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri 

termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler 
Republik Indonesia; 

c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa 
pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu; 

d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 

e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau 
pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara 
Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau 

f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 
bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. 

 
Pasal 5 

 
Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, 
tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak 
pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, 
yang menghambat proses ekstradisi. 
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BAB III 

TINDAK PIDANA TERORISME 
 

Pasal 6 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 
massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa 
dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau 
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, 
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. 

 
Pasal 7 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror 
atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 
korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan 
atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk 
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital 
yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau 
fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
seumur hidup. 

 
Pasal 8 

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: 
a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak 

bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan 
usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; 

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya 
bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya 
usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; 

c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, 
mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk 
pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda 
atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; 

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk 
pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah 
atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk 
pengamanan penerbangan yang keliru; 
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e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau 
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain; 

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, 
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak 
pesawat udara; 

g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, 
tidak dapat dipakai, atau rusak; 

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan 
kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau 
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang 
dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan 
muatannya maupun upah yang akan diterima untuk 
pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan 
tersebut telah diterima uang tanggungan; 

i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, 
merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai 
pesawat udara dalam penerbangan; 

j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau 
mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian 
pesawat udara dalam penerbangan; 

k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, 
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan 
luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat 
udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan 
dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan 
merampas kemerdekaan seseorang; 

l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan 
kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam 
penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan 
keselamatan pesawat udara tersebut; 

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara 
dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara 
tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau 
membahayakan keamanan penerbangan; 

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau 
menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam 
dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat 
menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat 
terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut 
yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; 
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o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai 
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan 
direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi 
seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, 
huruf m, dan huruf n; 

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan 
karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara 
dalam penerbangan; 

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat 
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam 
penerbangan; 

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat 
udara dalam penerbangan. 

 
Pasal 9 

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan 
ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau 
sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya 
dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana 
dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

 
Pasal 10 

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja 
menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga 
menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara 
meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan 
terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, 
keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran 
terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas 
publik, atau fasilitas internasional. 

 
Pasal 11 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja 
menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan 
digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau 
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seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. 

 
Pasal 12 

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau 
mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau 
patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk 
melakukan : 
a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, 

menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, 
senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, 
radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat 
mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan 
kerusakan harta benda; 

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ; 

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, 
senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, 
radioaktif atau komponennya; 

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau 
ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; 

e. mengancam : 
1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, 

radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk 
menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta 
benda; atau 

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf 
b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi 
internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. 

 
f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, atau huruf c; dan 
g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf f. 
 

Pasal 13 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau 
kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan : 
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta 

kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; 
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b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau 
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 

 
Pasal 14 

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain 
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 
12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 

 
Pasal 15 

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau 
pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 
dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku 
tindak pidananya. 

 
Pasal 16 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 
memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk 
terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. 

 
Pasal 17 

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama 
suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, 
maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

 
Pasal 18 

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 
atau di tempat pengurus berkantor. 

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). 
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(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan 
atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang 
terlarang. 

 
Pasal 19 

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan 
mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku 
tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 
tahun. 

 
 

BAB IV 
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN 

TINDAK PIDANA TERORISME 
Pasal 20 

 
Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut 
umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak 
pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 

 
Pasal 21 

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat 
bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara 
melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan 
terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak 
pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 

 
Pasal 22 

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara 
tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. 
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Pasal 23 

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun. 

 
Pasal 24 

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak 
berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 
18 (delapan belas) tahun. 

 
BAB V 

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN 
DI SIDANG PENGADILAN 

 
Pasal 25 

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan 
hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi 
wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling 
lama 6 (enam) bulan. 

 
Pasal 26 

 
(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat 

menggunakan setiap laporan intelijen. 
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan 

yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri. 

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
hari. 

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua 
Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. 

 
Pasal 27 

 
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi : 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 
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b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu; dan 

c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik 
apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada : 
1) tulisan, suara, atau gambar; 
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki 

makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca 
atau memahaminya. 

 
Pasal 28 

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang 
diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. 

 
Pasal 29 

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan 
kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan 
pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme 
dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. 

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan 
menyebutkan secara jelas mengenai : 
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan 

lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau 
terdakwa; 

c. alasan pemblokiran; 
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 
e. tempat harta kekayaan berada. 

(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah 
penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah 
surat perintah pemblokiran diterima. 

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara 
pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau 
hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pelaksanaan pemblokiran. 
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(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan 
lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. 

(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 30 

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana 
terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan 
mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut 
diduga melakukan tindak pidana terorisme. 

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku 
ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank 
dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. 

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan 
menyebutkan secara jelas mengenai : 
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga 

melakukan tindak pidana terorisme; 
c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 
d. tempat harta kekayaan berada. 

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh : 
a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada 

tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; 
b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh 

penuntut umum; 
c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan. 
 

Pasal 31 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui 

pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan 
dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; 

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi 
lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, 
merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. 
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(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri 
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. 

 
Pasal 32 

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa 
yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. 

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi 
dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme 
dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain 
yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas 
pelapor. 

(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 

Pasal 33 
Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta 
keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi 
perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, 
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 

 
Pasal 34 

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan 
oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa : 
a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan 

mental; 
b. kerahasiaan identitas saksi; 
c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 35 

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak 
hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara 
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. 

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum 
putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala 
keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang 
sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang 
sekarang. 
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(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan 
oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor 
Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. 

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan 
dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan 
telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas 
tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta 
kekayaan yang telah disita. 

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
tidak dapat dimohonkan upaya hukum. 

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan 
kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3). 

 
 

BAB VI 
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI 

 
Pasal 36 

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme 
berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah. 

(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti 
kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli 
warisnya. 

(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan 
dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 

 
Pasal 37 

(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh  
pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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Pasal 38 

(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya 
kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan 
negeri. 

(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada 
pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. 

(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

 
Pasal 39 

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan 
pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan 
kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari 
kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. 

 
Pasal 40 

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan 
oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua 
Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti 
pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau 
rehabilitasi tersebut. 

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau 
restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan 
kepada korban atau ahli warisnya. 

(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan 
pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 41 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi 
kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat 
melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera 
memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga 
untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut 
diterima. 
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Pasal 42 
Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan 
secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau 
keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan. 

 
 

BAB VII 
KERJA SAMA INTERNASIONAL 

 
Pasal 43 

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama 
internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan 
kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan 
terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 44 

Ketentuan mengenai : 
a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni : 

1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada 
di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur; 

2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi 
militer atau penyidik oditur; 

3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi 
militer atau penyidik oditur; dan 

4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota 
bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. 

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang : 
1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan; 
2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan; 
3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa; 
4) memperpanjang penahanan; 
5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang 

penyelesaian suatu perkara; 
6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili; 
7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum 

disiplin prajurit; dan 
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8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi 
kepentingan umum/militer; 

dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana 
terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang ini. 

 
Pasal 45 

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan 
kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. 

 
Pasal 46 

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini 
dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu 
sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan 
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang tersendiri. 

 
Pasal 47 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 Ditetapkan di Jakarta 
       pada tanggal 18 Oktober 2002 
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
          ttd 
       MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 ttd 
 BAMBANG KESOWO 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106 
 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak
diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan
berkesinambungan;

b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara
Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa
memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas,
dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas
terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;

c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan
mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan
keamanan nasional maupun internasional;

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman
serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian
hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam
pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada
konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional
yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-
UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan
menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,

MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara
Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas,
mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga
menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial,
ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku
terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme
merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak
pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam
perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana
ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk
melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional,
transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban
untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas
nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari
dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban
secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu
pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian
hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak
pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1



            Cukup jelas

Pasal 2
            Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284



 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG 

HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang :  

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh 

ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh 

pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan 

martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 

pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus 

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, 

atau dirampas oleh siapapun; 

c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar 

antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan 

melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen 

internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh 

negara Republik Indonesia;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, 

d, dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 

perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia; 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 

Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 

Undang-undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 

 



Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia; 

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak 

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. 

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 

ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 

ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan 

pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga 

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, 

pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau 

dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan 

atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan 

yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan 

tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan 

siapapun dan atau pejabat politik. 

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya. 

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok 

orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian 

yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. 

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah 

lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang 



berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi 

hak asasi manusia. 

BAB II 

ASAS - ASAS DASAR  

Pasal 2  

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan 

dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.  

Pasal 3  

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan 

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara dalam semangat persaudaraaan. 

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia, tanpa diskriminasi. 

Pasal 4  

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 

hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.  

Pasal 5  

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh 

perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di 

depan hukum. 

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan 

yang obyektif dan tidak berpihak. 

3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh 

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 

Pasal 6  

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, 

dan Pemerintah. 

2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, 

selaras dengan perkembangan zaman. 

 



Pasal 7  

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum 

internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum 

Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima 

negara Republik Indonesia. 

2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang 

menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. 

Pasal 8  

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi 

tanggung jawab Pemerintah.  

BAB III 

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA  

Bagian Kesatu 

Hak Untuk Hidup  

Pasal 9  

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf 

kehidupannya. 

2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Bagian Kedua 

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan  

Pasal 10  

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. 

2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan 

calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Ketiga 

Hak Mengembangkan Diri  

Pasal 11  

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara layak.  

Pasal 12  

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh 

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 



manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan 

sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.  

Pasal 13  

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan 

pribadinya, bangsa dan umat manusia.  

Pasal 14  

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 

Pasal 15  

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi 

maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  

Pasal 16  

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi 

untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana 

untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagian Keempat 

Hak Memperoleh Keadilan  

Pasal 17  

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi 

serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 

acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

memperoleh putusan yang adil dan benar.  

Pasal 18  

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan 

sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan 

kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan 

hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali 

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak 

pidana itu dilakukannya. 

3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan 

yang paling menguntungkan bagi tersangka. 



4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat 

penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas 

suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

Pasal 19  

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa 

perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. 

2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan 

berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam 

perjanjian utang piutang. 

Bagian Kelima 

Hak Atas Kebebasan Pribadi  

Pasal 20  

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 

2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala 

perbuatan berupa apapUn yang tujuannya serupa, dilarang. 

Pasal 21  

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak 

boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.  

Pasal 22  

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Pasal 23  

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 

2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat 

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun 

elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, 

kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 

Pasal 24  

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud 

damai. 

2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, 

lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam 



jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan 

perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25  

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk 

mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 26  

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status 

kewarganegaraannya. 

2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak 

menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta 

wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27  

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan 

bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah 

negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Hak Atas Rasa Aman  

Pasal 28  

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari 

negara lain. 

2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang 

melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan 

prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pasal 29  

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan hak miliknya 

2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana 

saja ia berada. 

Pasal 30  

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.  

 



Pasal 31  

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. 

2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu 

rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan 

dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. 

Pasal 32  

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi 

melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan 

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 33  

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya 

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. 

Pasal 34  

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang 

secara sewenang-wenang.  

Pasal 35  

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, 

dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi 

manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.  

Hak Ketujuh 

Hak Atas Kesejahteraan  

Pasal 36  

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan 

cara yang tidak melanggar hukum. 

2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan 

secara melawan hukum. 

3. Hak milik mempunyai fungsi sosial. 

Pasal 37  

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan 

dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus 

dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara 



waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain. 

Pasal 38  

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas 

pekerjaan yang layak. 

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak 

pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. 

3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, 

sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja 

yang sama. 

4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan 

dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan 

prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. 

Pasal 39  

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk 

menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 40  

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.  

Pasal 41  

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak 

serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. 

2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, 

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. 

Pasal 42  

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak 

memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk 

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

Bagian Kedelapan 

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan  

Pasal 43  

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau 

dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. 

Pasal 44  

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, 

pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang 

bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Bagian Kesembilan 

Hak Wanita  

Pasal 45  

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.  

Pasal 46  

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem 

pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai 

persyaratan yang ditentukan.  

Pasal 47  

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara 

otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk 

mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.  

Pasal 48  

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan 

jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.  

Pasal 49  

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi 

sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. 

2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan 

atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau 

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. 

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin 

dan dilindungi oleh hukum. 

Pasal 50  

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum 

sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.  



Pasal 51  

1. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab 

yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan 

perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan 

harta bersama. 

2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab 

yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-

anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 

3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan 

mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa 

mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesepuluh 

Hak Anak  

Pasal 52  

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 

Pasal 53  

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status 

kewarganegaraannya. 

Pasal 54  

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, 

pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai 

dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Pasal 55  

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.  

Pasal 56  

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri. 

2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya 

dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh 

atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



Pasal 57  

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan 

dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan 

putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu 

sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 

3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan 

kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. 

Pasal 58  

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan 

fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk 

pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka 

harus dikenakan pemberatan hukuman. 

Pasal 59  

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan 

dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah 

yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. 

2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu 

langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin 

oleh Undang-undang. 

Pasal 60  

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. 

2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

Pasal 61  

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, 

dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan 

dirinya.  

Pasal 62  

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, 

sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.  



Pasal 63  

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa 

bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.  

Pasal 64  

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan 

setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, 

kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.  

Pasal 65  

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan 

seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adkitif lainnya.  

Pasal 66  

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku 

tindak pidana yang masih anak. 

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai 

dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya. 

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang 

yang tertutup untuk umum. 

BAB IV 

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA  

Pasal 67  

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan 

perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi 

manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.  

Pasal 68  

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  



Pasal 69  

1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika 

dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung 

jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas 

Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. 

Pasal 70  

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.  

BAB V 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  

Pasal 71  

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-

undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia.  

Pasal 72  

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi 

langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya 

pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.  

BAB VI 

PEMBATASAN DAN LARANGAN  

Pasal 73  

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan 

berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum 

dan kepentingan bangsa.  

Pasal 74  

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, 

golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak 

asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.  

 



BAB VII 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  

Pasal 75  

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :  

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai 

dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan 

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya 

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Pasal 76  

1. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 

2. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesinal, berdedikasi dan 

berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan 

yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia. 

3. Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. 

4. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. 

Pasal 77  

Komnas HAM berasaskan Pancasila  

Pasal 78  

1. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari : 

a. sidang paripurna; dan 

b. sub komisi. 

2. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. 

Pasal 79  

1. Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi. 

2. Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 81  

1. Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan 

Komnas HAM.  

2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja 

dalam bentuk biro-biro. 

3. Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota 

Komnas HAM. 



4. Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. 

5. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 82  

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam 

Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.  

Pasal 83  

1. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan 

diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. 

2. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. 

3. Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota. 

4. Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan 

setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 84  

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang :  

a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok 

yang dilanggar hak asasi manusianya; 

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi 

hukum lainnya; 

c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; 

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, 

dan kalangan perguruan tinggi. 

Pasal 85  

1. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang 

Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

2. Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena : 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; 

c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat 

menjalankan tugas selama 1(satu) tahun secara terus menerus; 

d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau 

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang 

Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi 

kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM. 

 

 



Pasal 86  

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan 

dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.  

Pasal 87  

1. Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban : 

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan 

Komnas HAM. 

b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan 

Komnas HAM; dan 

c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia 

Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. 

2. Setiap anggota Komnas HAM berhak : 

a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi; 

b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan 

Subkomisi; 

c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam 

Sidang Paripurna; dan 

d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna 

untuk pergantian periodik dan antarwaktu. 

Pasal 88  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara 

pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.  

Pasal 89  

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang 

melakukan : 

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia 

dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan 

atau ratifikasi; 

b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk 

memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; 

c. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian; 

d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai 

hak asasi manusia; 

e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, 

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan 

f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak 

lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang 

hak asasi manusia. 

2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 



a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat 

Indonesia; 

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui 

lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; 

dan 

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat 

nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 

3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil 

pengamatan tersebut; 

b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat 

yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak 

asasi manusia; 

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan 

untuk dimintai dan didengar keterangannya; 

d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi 

pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; 

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; 

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 

tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya 

dengan persetujuan Ketua Pengadilan; 

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-

tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan 

Ketua Pengadilan; dan 

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap 

perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara 

tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan 

acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM 

tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 

a. perdamaian kedua belah pihak; 

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

dan penilaian ahli; 

c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui 

pengadilan; 

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 

kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan 

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. 

Pasal 90  

1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah 

dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas 

HAM. 

2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas 

pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang 

diadukan. 



3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai 

dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali 

untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas 

HAM. 

4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia 

yang dialami oleh kelompok masyarakat. 

Pasal 91  

1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan 

apabila : 

a. tidak memiliki bukti awal yang memadai; 

b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; 

c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan 

dari pengadu; 

d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; 

atau  

e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata 

Tertib Komnas HAM. 

Pasal 92  

1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak 

asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, 

Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi 

keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau 

pemantauan. 

2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi 

penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang 

berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan. 

3. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan 

bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat : 

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara; 

b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum; 

c. membahayakan keselamatan perorangan; 

d. mencemarkan nama baik perorangan; 

e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam 

proses pengambilan keputusan Pemerintah; 

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana; 

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau 

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang; 

 

 



Pasal 93  

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan 

lain oleh Komnas HAM.  

Pasal 94  

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. 

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain 

yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.  

Pasal 95  

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan 

keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan 

panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 96  

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan 

oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai moderator. 

2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan 

secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh moderator. 

3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan 

mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. 

4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka 

waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat 

memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan 

dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa". 

5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). 

Pasal 97  

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada 

Mahkamah Agung.  

Pasal 98  

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

Pasal 99  

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas 

HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.  

 



BAB VII 

PARTISIPASI MASYARAKAT  

Pasal 100  

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, 

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.  

Pasal 101  

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang 

berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.  

Pasal 102  

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan 

mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada 

Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.  

Pasal 103  

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik 

secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, 

pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.  

BAB IX 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  

Pasal 104  

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak 

Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum. 

2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang 

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. 

3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 105 

1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan 

Undang-undang ini. 



2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini : 

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 

Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai 

Komnas HAM menurut Undang-undang ini. 

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan 

fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai 

ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan 

c. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap 

dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini. 

3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan 

organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus 

disesuaikan dengan Undang-undang ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 106 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 23 September 1999  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

ttd  

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE  

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 23 September 1999 
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